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Abstract
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Intisari

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu melukiskan fakta obyek penelitian. Data primer dan sekunder 

dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma hukum adat yang dijadikan dasar 

pertimbangan putusan hakim adalah istri berhak atas harta bersama, anak kecil diasuh ibu yang bercerai, 

dan istri adalah ahli waris mendiang suaminya. Asas hukum adat yang mendasari putusan hakim mencakup 

asas terang, tunai, konkrit dan kekeluargaan. Alasan hakim menerapkan norma dan asas hukum adat 

dikarenakan kewajiban normatif dari undang-undang dan dalam upaya membentuk yurisprudensi. Namun, 

praktiknya tidak mudah sehingga hakim harus melakukan harmonisasi ke dalam hukum acara positif.

Kata Kunci: norma dan asas hukum adat, peradilan perdata.
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1 Lihat Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang bersifat plu-

ralistik baik suku, budaya, bahasa, kepercayaan, 

maupun agama. Keberagaman tersebut mengaki-

batkan keberagaman (pluralisme) hukum sebagai 

fakta yang tidak dapat dihindari. Konstitusi 

Indonesia secara tegas mengakui dan menghormati 

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur 

dalam Undang-undang.1 Hukum adat sebagai 

hukum tidak tertulis merupakan bagian hukum 

yang berlaku di Indonesia sehingga keberadaan 

hukum adat tersebut merupakan bukti konkret 

bahwa di Indonesia mengakui pluralisme hukum. 

Sampai saat ini Indonesia sebagai negara 

dengan keberagaman hukum tersebut memang 

telah memiliki UU No. 1 Darurat Tahun 1951 

yang bertujuan untuk memusatkan segala perkara 

umum ke peradilan umum nasional. Namun 

Indonesia belum memiliki undang-undang yang 

secara tegas mengatur kedudukan dan kekuatan 

dari hukum adat sebagai alat bukti terhadap 

putusan pengadilan, baik perdata maupun pidana. 

Jika dibandingkan dengan Australia sebagai 

negara yang menganut sistem common law, 

Australia justru telah menuangkan status dan 

kedudukan hukum tidak tertulis terhadap putusan 

pengadilan dalam salah satu legislasinya, yaitu 

1RUWKHUQ�7HUULWRU\�1DWLRQDO�(PHUJHQF\�5HVSRQVH� 

$FW� ����, 6HFWLRQ� �� yang isi ketentuannya 

mengatur:

,Q�GHWHUPLQLQJ�WKH�VHQWHQFH�WR�EH�SDVVHG��RU�

WKH�RUGHU�WR�EH�PDGH��LQ�UHVSHFW�RI�DQ\�SHUVRQ�

IRU�DQ�RIIHQFH�DJDLQVW�D�ODZ�RI�WKH�1RUWKHUQ�

7HUULWRU\��D�FRXUW�PXVW�QRW�WDNH�LQWR�DFFRXQW�

DQ\�IRUP�RI�FXVWRPDU\�ODZ�RU�FXOWXUDO�SUDFWLFH�

DV�D�UHDVRQ�IRU���D��H[FXVLQJ��MXVWLI\LQJ��DXWKR�

ULVLQJ��UHTXLULQJ�RU�OHVVHQLQJ�WKH�VHULRXVQHVV�

RI�WKH�FULPLQDO�EHKDYLRXU�WR�ZKLFK�WKH�RIIHQFH�

UHODWHV��RU��E��DJJUDYDWLQJ�WKH�VHULRXVQHVV�RI�

WKH� FULPLQDO� EHKDYLRXU� WR�ZKLFK� WKH�RIIHQFH�

UHODWHV�

Ketentuan tersebut pada dasarnya menegas-

kan bahwa dalam menjatuhkan putusan atau 

penetapan, terhadap setiap orang yang melanggar 

hukum di 1RUWKHUQ�7HUULWRU\, hakim tidak boleh 

menggunakan segala bentuk kebiasaan sebagai 

bahan pertimbangannya untuk: (a) memaafkan, 

membenarkan, membolehkan, mengharuskan atau 

mengurangi tingkat keseriusan dari perbuatan 

pidana yang telah dilakukan; atau (b) meningkat-

kan tingkat keseriusan dari perbuatan pidana yang 

telah dilakukan. Ketentuan tersebut merupakan 

sebuah pedoman yang sifatnya mengikat bagi 

hakim dalam memutus perkara-perkara yang 

terkait dengan praktik dan norma-norma dalam 

hukum tidak tertulis. 

Selama ini, para hakim di Indonesia meng-

gunakan norma dan asas-asas hukum adat 

sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan 

putusannya jika perundang-undangan sebagai 

sumber hukum yang utama belum mengatur atau 

tidak secara jelas mengatur tentang suatu peristiwa 

KXNXP�WHUWHQWX��<XULVSUXGHQVL�0DKNDPDK�$JXQJ�

yang terkait dengan persoalan-persoalan hukum 

adat masih tersebar dan mencakup berbagai aspek 

dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sistem 

hukum yang berlaku di Indonesia, putusan hakim 

terdahulu tidak mengikat bagi hakim lain yang 

akan memutuskan perkara sejenis.

Dalam kaitan inilah perlu dilakukan suatu 

kajian untuk melihat praktik peradilan dalam 

menghadapi perkara-perkara tersebut dan melihat 

masa depan tentang kemungkinan pembuatan 

hukum tertulis dalam bentuk perundang-

undangan. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas 

muncul rumusan masalah yang menarik untuk 

dilakukan penelitian adalah bagaimanakah praktik 

penyelesaian perkara perdata di Pengadilan 

1HJHUL� <RJ\DNDUWD�� 3HQJDGLODQ� 1HJHUL� %DQWXO�

dan Mahkamah Agung terkait dengan penerapan 

norma dan asas-asas hukum adat, dan mengapa 

para hakim peradilan perdata menerapkan norma 
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dan asas-asas hukum adat dalam konteks sistem 

pembuktian perkara perdata.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang 

lebih bersifat empiris-yuridis, artinya penelitian 

ini berpijak norma dan sistematika hukum dan 

didukung dengan data primer dengan melakukan 

penelitian lapangan yang dikombinasikan dengan 

penelitian dokumen (putusan hakim). Data primer 

berupa hasil wawancara dengan para responden 

\DLWX� KDNLP� GL� 3HQJDGLODQ� 1HJHUL� <RJ\DNDUWD��

Pengadilan Negeri Bantul dan Mahkamah Agung 

yang berpengalaman dalam memeriksa dan 

mengadili perkara perdata yang mengandung 

persoalan hukum adat, sedangkan data sekunder 

diperoleh melalui studi kepustakaan yang 

menguraikan tentang teori, kaidah (norma) dan 

sistematika hukum yang terkait dengan hukum 

adat, hukum pembuktian, penemuan hukum dan 

putusan peradilan perdata. 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Praktik Penyelesaian Perkara Perdata di 

Pengadilan Berdasarkan Asas dan Norma 

Hukum Adat

Hakim harus mengadili setiap perkara yang 

diajukan ke pengadilan dan tidak boleh menolak 

perkara yang diajukan ke pengadilan dengan alasan 

tidak ada hukumnya karena dalam hukum acara 

perdata dikenal asas LXV�FXULD�QRYLW��Berdasarkan 

asas tersebut maka hakim diberikan kewenangan 

untuk mengadili perkara yang diajukan ke peng-

adilan. Kewenangan hakim dalam mengadili 

perkara perdata mencakup perbuatan menerima, 

menilai, dan memutus perkara. Di dalam 

melaksanakan kewenangan untuk mengadili 

perkara tersebut, hakim mendasarkan diri pada 

hukum baik tertulis dan atau hukum tidak tertulis 

(hukum adat) sebagai dasar pertimbangan setiap 

putusan. Dasar hukum tertulis yang dijadikan 

sebagai dasar pertimbangan putusan perkara 

mencakup ketentuan berbagai pasal perundang-

undangan. Adapun dasar hukum tidak tertulis 

(hukum adat) sebagai dasar pertimbangan putusan 

perkara mencakup asas-asas hukum dan norma 

hukum adat.

Menurut Rahardjo, asas hukum adalah jiwa- 

nya peraturan hukum, karena asas hukum merupa-

kan dasar lahirnya peraturan hukum.2 asas hukum 

merupakan UDWLR�OHJLV-nya peraturan hukum. asas 

hukum (UHFKWVEHJLQVHO��adalah pikiran dasar yang 

umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari 

peraturan yang konkret (hukum positif) dan dapat 

ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam 

peraturan konkret.3 Roeslan Saleh berpendapat 

bahwa asas hukum merupakan pikiran-pikiran 

dasar sebagai aturan yang bersifat umum menjadi 

fondamen sistem hukum.4 Berdasarkan berbagai 

pendapat tentang pengertian asas hukum tersebut  

di atas dapat disarikan bahwa asas hukum merupa-

kan suatu pikiran-pikiran dasar umum yang di-

anggap benar, dan merupakan latar belakang serta 

sumber materiil dalam pembentukan peraturan 

konkret dalam setiap sistem hukum. 

Asas hukum bukanlah kaidah hukum konkret 

tetapi merupakan latar belakang dari suatu pera-

turan konkret sehingga bersifat abstrak, umum, dan 

universal. asas hukum bersifat abstrak karena asas 

hukum tersebut pada umumnya tidak tercantum 

dalam pasal-pasal perundang-undangan tetapi 

dapat disimpulkan dari suatu pasal perundang-

undangan. Asas hukum dikatakan bersifat umum 

karena asas hukum tersebut berlaku untuk setiap 

orang. asas hukum yang bersifat umum tersebut 

merupakan persangkaan (SUHVXPSWLRQ��� yang 

tidak menggambarkan suatu kenyataan tetapi 

suatu idealita atau harapan. Sebagai contoh, bahwa 

pada asasnya setiap orang dianggap tahu hukum, 

walaupun kenyataannya belum tentu setiap orang 
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tahu hukum. Contoh lain, bahwa orang yang 

menguasai benda bergerak dianggap sebagai 

pemilik benda tersebut sampai dapat dibuktikan 

sebaliknya. Asas hukum bersifat universal karena 

asas tersebut tidak terikat ruang dan waktu sehing-

ga berlaku di manapun dan kapanpun. Asas-asas 

hukum adalah ketentuan atau ajaran-ajaran yang 

fundamental dari hukum yang bersangkutan. Dari 

asas-asas hukum ini untuk selanjutnya disusun 

segala aturan-aturan yang diperlukan tetapi tertib 

dan tetap dalam hubungan persenyawaan dengan 

5HFKWVLGHH�5 

a) Penerapan Asas-Asas Hukum Adat sebagai 

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Meng-

adili Perkara Perdata

1) Penerapan Asas Terang dalam Perkara 

Penggantian Jenis Kelamin Seseorang 

Perempuan Menjadi Laki-Laki6

   Walaupun Indonesia tidak menganut 

sistem peradilan seperti yang berlaku di 

negara-negara yang menganut sistem hukum 

Anglo-Saxon yang mengharuskan bahwa pu- 

tusan hakim yang terdahulu mengikat para 

hakim yang memutus kemudian, tetapi yuris-

prudensi di Indonesia menunjukkan, bahwa 

terdapat kontinuitas antara putusan yang satu 

dengan yang lain, mereka saling mengisi dan 

dalam putusan berikutnya sehingga bersifat 

mengembangkan perkara yang diputuskan 

sebelumnya.7 Dalam hal pemeriksaan di 

muka hakim pengadilan negara, hakim yang 

menerapkan asas dan norma hukum adat  

maka isi putusan hakim atas suatu perkara 

dapat berupa: (a) putusan menyamakan; (b)  

putusan menyesuaikan; (c) putusan menye-

suaikan; (d) putusan mengesampingkan; (e) 

putusan jalan tengah; (f) putusan mengubah; 

(g) putusan baru; dan (h) putusan menolak.8

   Hakim yang memutus perkara dengan 

mendasarkan diri pada norma dan asas hukum 

dengan penuh rasa tanggungjawab dan 

mengembangkan hukum yang telah terbentuk 

dalam masyarakat (RS� YHUDQWZRRUGH� ZLM]H�

YRRUWELM� RS� KHWJHHQ� ]LFK� LQ� GH� VDPHQOHYLQJ�

UHHGV�DOV�UHFKW�JHYRUPG�KHHIW). Apabila tidak 

dapat ditemukan hukumnya atau hukum yang 

tidak dapat dipertahankan lagi, maka hakim 

KDUXV� ³RS� YRRU� KHW� KHGHQ� YHUDQWZRRUGH�

ZLM]H� JHYHQ� DDQ� KHWJHHQ� GRRU� GLH� IDFWRUHQ�

�UHFKWUHJHO��VRFLDOH�ZHUNHOLMNKHLG�HQ�HLVHQ�GHU�

PHQVHOLMNKHLG�� DOV� JHOGHQGH� UHFKWVEHVOLVVLQJ�

�UHFKWVUHJHO��JHYHUGHUG�ZRUGW”.

   Jika dari praktek peradilan ternyata hu-

kum adat yang berlaku (JHOGHQG� DGDWUHFKW) 

sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan 

dan kemajuan masyarakat, maka hakim dapat 

menjatuhkan putusan yang berbeda sehingga 

muncul putusan-putusan hakim yang berisi- 

kan hukum adat baru. Jika putusan hakim 

tersebut menurut warga masyarakat kurang  

adil atau tidak sesuai dengan kesadaran 

hukumnya, maka para pihak tidak akan  

menyelesaikan persoalan hukum tersebut  

melalui pengadilan tetapi dapat menyelesai-

kannya di bawah bimbingan kepala-kepala 

adatnya. Namun sebaliknya, jika warga 

masyarakat setuju dengan putusan hakim 

tersebut maka para pihak yang berperkara 

akan mengajukannya ke Pengadilan. Dengan 

demikian hukum hakim yang baru tersebut 

mengandung unsur-unsur baru. Dengan 

perkataan lain masyarakat boleh memilih 

antara hukum hakim (EHURHSVUHFKWHU) atau 

hukum dari kepala adat (volksrechter).9

   Penetapan Pengadilan Negeri Bantul 

Nomor 22/PDT.P/2003/PN.BTL tentang 
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penggantian jenis kelamin dari wanita menjadi 

laki-laki (Suratini dengan status wanita 

menjadi Suratno Adi Legowo dengan status 

laki-laki) menerapkan asas terang di dalam 

pembuktian perkara perdata yang diajukan 

kepada hakim. Dasar pertimbangan hakim 

dalam penetapan tersebut didukung oleh 

kenyataan bahwa pemohon tidak mempunyai 

perasaan apa-apa dengan teman lelakinya. 

Secara medis, pemohon juga telah diperiksa 

oleh dokter ternyata ada kelainan bawaan alat 

kelamin Suratini yang disebut K\SRVSDGLDV 

yang secara medis berarti suatu keadaan 

dimana kantong buah pelir terpisah dan di 

antaranya terdapat penis yang merunduk dan 

seolah-olah memisahkan buah pelir. Selain 

itu, tanda-tanda lain bahwa pemohon adalah 

laki-laki karena tidak pernah menstruasi, tidak 

mempunyai payudara, dan tidak mempunyai 

lubang vagina. Pemohon juga tidak mempunyai 

buah jakun (NRORPHQMLQJ) yang menonjol. 

Secara medis dr. Sungsang R di Rumah Sakit 

3.8�0XKDPPDGL\DK�<RJ\DNDUWD� MXJD� WHODK�

melakukan pemeriksaan dan melanjutkan 

tindakan operasi sehingga pasien yang 

bernama Suratini adalah berkelamin laki-laki 

(Surat Keterangan tanggal 3 Juli 2003).

   Asas terang dalam hukum adat juga 

telah dibuktikan oleh pemohon yaitu dengan 

melaksanakan upacara adat EDQFDNDQ�

NHQGXUL� �istilah Jawa) dan pengajian dengan 

mengundang para tetangga sehingga diketahui 

dan disaksikan oleh pihak ketiga sehingga 

pemohon minta kepada Pengadilan Negeri 

Bantul untuk menetapkan Suratini yang telah 

berganti nama menjadi Suratno Adi Legowo 

(pemohon) dan berstatus jenis kelamin laki-

laki.

2) Penerapan Asas Terang, Tolong 

Menolong, dan Kekeluargaan dalam 

Perkara Tanah Warisan Gandok 

   Putusan Pengadilan Negeri Bantul 

1RPRU����3GW�*������31�%WO��WHQWDQJ�VWDWXV�

tanah warisan JDQGRN� Putusan hakim dalam 

perkara tersebut adalah gugatan ditolak/tidak 

diterima sehingga para tergugat tetap sebagai 

pemilik tanah JDQGRN. Dasar pertimbangan 

hakim dalam putusan tersebut adalah bahwa 

pembuktian status tanah JDQGRN tersebut 

tidak memenuhi asas terang karena para 

penggugat tidak dapat membuktikan bahwa 

status tanah JDQGRN� sudah disaksikan oleh 

pihak pemerintah desa. asas kekeluargaan 

juga tidak dipenuhi oleh penggugat karena 

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 

yang seharusnya ditanggung bersama antara 

penggugat dan tergugat tetapi dalam kasus 

tersebut hanya dibayar sendiri oleh tergugat. 

Dasar pertimbangan hakim adalah bahwa 

QJLQGXQJ�merupakan perbuatan hukum yang 

diatur oleh hukum adat berdasarkan asas 

tolong menolong, khususnya yang berlaku 

GL�<RJ\DNDUWD�� 3LKDN� SHQJLQGXQJ�PHQRORQJ�

pemilik tanah dengan membantu meringan-

kan pekerjaan pemilik tanah. Sedangkan 

pemilik tanah menolong pengindung dengan 

PHQJL]LQNDQ� SHQJLQGXQJ� XQWXN� PHQGLULNDQ�

rumah di atas tanahnya yang tidak didasarkan 

sewa-menyewa akan tetapi didasarkan asas 

kekeluargaan dan tolong menolong

3) Penerapan Asas Kepantasan dalam 

Perkara Indung

� �� 3XWXVDQ� 3HQJDGLODQ� 1HJHUL� <RJ\DNDUWD�

1RPRU����3GW�*������31�<N�WHQWDQJ�LQGXQJ�

dan peradilan hak indung menerapkan 

asas kepantasan. Dasar pertimbangan 

hakim dalam memutuskan perkara tersebut 

adalah asas hukum adat yang berupa asas 

NHSDQWDVDQ��'DODP�<XULVSUXGHQVL�0DKNDPDK�

$JXQJ� 1RPRU� ���� .�6LS������ WDQJJDO� ���

5-1975 dijelaskan bahwa hak mengindung 

tidak otomatis turun kepada ahli waris dari 

pengindung tanpa ada perjanjian SHQJDQ\DU�

DQ\DU� Oleh karena itu pantas jika pihak 

tergugat harus keluar dari rumah tersebut 

dengan biaya sendiri tanpa uang pesangon 

karena rumah tersebut berdiri di atas tanah 

PLOLN� SHQJJXJDW�� <XULVSUXGHQVL� 0$5,�
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1RPRU� �����.�6LS������ WDQJJDO� ����������

juga menegaskan bahwa pelaksanaan putusan 

yang berupa pembongkaran maka perlu hati-

hati agar di kemudian hari tidak menimbulkan 

sengketa.

b) Penerapan Norma-Norma Hukum Adat 

sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam 

Mengadili Perkara Perdata

1) Penerapan Norma Hukum Adat dalam 

Perkara Peralihan Hak Indung 

� �� 'DODP�SXWXVDQ�3HQJDGLODQ�1HJHUL�<RJ\D� 

NDUWD� 1RPRU� ���3GW�*������31�<N� \DQJ�

memeriksa perkara peralihan hak indung, 

KDNLP� 3HQJDGLODQ� 1HJHUL� <RJ\DNDUWD� \DQJ� 

menerapkan norma hukum adat memutus 

bahwa menurut ketentuan hukum adat, 

peralihan hak indung harus dengan per-

janjian pembaharuan (SHQJDQ\DU� DQ\DU�. 

Dalam perbuatan QJLQGXQJ, si pengindung 

memberikan sesuatu kepada pemilik 

tanah yaitu berupa tenaga atau materi 

bukan didasarkan pada aspek komersial, 

tetapi semata-mata suatu penghargaan dan 

pengakuan serta balas budi dan sebagai 

tali asih pada pemilik. Menurut ketentuan 

hukum adat, salah satu syarat QJLQGXQJ 

adalah bahwa rumah yang didirikan oleh 

pengindung haruslah tidak permanen,  

hal itu dikandung maksud agar mudah 

dipindahkan apabila sewaktu-waktu pemilik 

tanah ingin menggunakan tanah tersebut. Jika 

pemilik tanah ingin memakai tanah tersebut 

ada kewajiban memberi WXNRQ� WDOL� berupa 

ongkos/biaya pengangkutan rumah yang tidak 

permanen tersebut ke tempat baru dengan 

mengingat kepatutan mengenai jarak pindah. 

Jika ada penggantian status baik kepemilikan 

tanah maupun penghunian tanah QJLQGXQJ 

maka harus diadakan perjanjian baru yang 

GLVHEXW�³SHQJDQ\DU�DQ\DU”.

   Sebagai norma sosial, norma hukum adat 

dijalankan atau dilaksanakan oleh anggota 

masyarakat. Norma hukum adat merupakan 

bagian dari sistem norma sosial karena itu  

norma hukum adat dapat dijalankan, diper-

tahankan, atau ditegakkan oleh masyarakat. 

Putusan hakim merupakan salah satu sumber 

pembentukan norma hukum adat. Hukum 

adat yang berlaku (JHOGHQGH� UHFKWVUHJHOV) 

dapat ditemukan dalam putusan-putusan 

para hakim yang dibedakannya antara hakim 

rakyat (volksrechter) dan hakim pemerintah 

(EHURHSVUHFKWHU).10

2) Penerapan Norma Hukum Adat dalam 

Perkara Perceraian 

� �� 3XWXVDQ�+DNLP�3HQJDGLODQ�1HJHUL�<RJ\D� 

NDUWD� 1RPRU� ���3GW�*������ EHUGDVDUNDQ�

norma hukum adat. Dasar pertimbangan 

Hakim dalam memutuskan perkara tersebut 

adalah norma hukum adat bahwa perceraian 

dapat terjadi karena alasan pasangan suami 

istri sudah tidak dapat hidup rukun. Hal ini 

GLGXNXQJ� ROHK� <XULVSUXGHQVL� 0$� 1RPRU�

����.�6LS������WDQJJDO���-DQXDUL������ MXJD�

telah menetapkan bahwa menurut hukum 

adat pada umumnya dan menurut hukum adat 

setempat (NDEDQMDKH) perceraian karena tidak 

dapat hidup rukun diperbolehkan. 

3) Penerapan Norma Hukum Adat dalam 

Perkara Pembagian Harta Bersama 

(Gono-Gini) Akibat Perceraian

   Kasus perceraian antara Purwadi dan 

Ariani berdasarkan putusan Pengadilan 

$JDPD�<RJ\DNDUWD� 1RPRU� ����3GW�*������

3$� <RJ\DNDUWD� WHUWDQJJDO� ��� 1RYHPEHU�

1998 yang telah mempunyai hukum tetap, 

tetapi dalam kasus tersebut tidak termasuk 

pembagian harta perkawinan. Kasus pem-

bagian harta perkawinan karena perceraian 

yang diputus oleh hakim Pengadilan Negeri 

<RJ\DNDUWD�1RPRU������3GW�*������31�<.��

Hakim memutus perkara tersebut dengan 

mendasarkan diri pada norma hukum adat 

yaitu bahwa jika terjadi perceraian maka harta 

10� 3XUZRWR�6��*DQGDVXEUDWD��2S�FLW., hlm. 2.
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bersama (JRQR�JLQL� dibagi dua antara suami 

dan istri yang bercerai. 

   Majelis hakim memutuskan bahwa 

menurut norma hukum adat pembagian 

harta bersama dalam perkawinan dibagi 2 

antara suami dan istri yang masing-masing 

mendapat 50%. Jadi ½ bagian dari jumlah 

harga rumah (25.000.000,-) untuk bagian 

suami, sedangkan ½ bagian dari jumlah harta 

rumah (25.000.000,-) untuk Istri. Putusan 

KDNLP�3HQJDGLODQ�1HJHUL�<RJ\DNDUWD�WHUVHEXW�

didasarkan pada Putusan MA Nomor 1373 

K/Pdt/2002 bahwa harta yang diperoleh 

semasa perkawinan, menurut norma hukum 

adat menjadi harta bersama suami-isteri.11 

Menurut norma hukum adat, pembagian 

harta perkawinan jika terjadi perceraian maka 

kedua pihak mengambil kembali barang 

asalnya masing-masing, ditambah dengan 

harta bagian masing-masing di dalam harta 

bersama.12� <XULVSUXGHQVL� 0$� QRPRU� ����

K/Sip/1959 menetapkan bahwa berhubung 

dengan pertumbuhan hukum perdata di 

Daerah tebing Tinggi maka tepat bahwa harta 

pencaharian dibagi sama rata antar suami dan 

LVWUL��<XULVSUXGHQVL� WHWDS�0$� XQWXN� SHUNDUD�

pembagian harta bersama setelah terjadi 

perceraian untuk daerah Bojonegoro juga 

berlaku bahwa dalam hal terjadi perceraian 

maka barang JRQR�JLQL dibagi suami dan istri 

yang masing-masing mendapat separuh. 

4) Penerapan Norma Hukum Adat dalam 

Perkara Pembagian Harta Bersama 

Akibat Kematian Suami 

� �� 3XWXVDQ�+DNLP�3HQJDGLODQ�1HJHUL�<RJ\D�

NDUWD� 1RPRU� ���3GW�*������ PHQHUDSNDQ�

norma hukum adat bahwa istri adalah ahli 

waris mendiang suami. Hakim memutuskan 

bahwa harta bersama berupa rumah dibagi  

dua yaitu separuh bagian untuk janda 

sedangkan separuh bagian untuk saudara-

saudara mendiang suaminya. Adapun harta 

bawaan suami yang berupa tanah pekarangan 

diwarisi oleh saudara-saudara mendiang 

suami karena tidak mempunyai anak dan 

orang tua juga sudah meninggal. Putusan 

KDNLP�3HQJDGLODQ�1HJHUL�<RJ\DNDUWD�WHUVHEXW�

mendasarkan diri pada norma hukum adat di 

Jawa bahwa janda beserta anaknya merupakan 

ahli waris mendiang suami. Dalam dasar per-

timbangan hukumnya, pengadilan merujuk 

pada putusan Mahkamah Agung Nomor 

393/K/Sip/1958, tanggal 7 Maret 1959 yang 

intinya menyatakan bahwa seorang janda 

mendapat separuh dari harta bersama yang 

diperolehnya selama perkawinan dengan 

suaminya. Terhadap barang JRQR�JLQL�sesuai 

GHQJDQ� <XULVSUXGHQVL� 0DKNDPDK� $JXQJ�

1RPRU�����.�6LS������WDQJJDO����-XQL�������

maka janda berhak atas separuh dari harta 

gono-gini sedangkan sisanya dibagi sama 

antara janda dan anaknya.13

   Dasar pertimbangan lain dari hakim da-

lam memutus perkara tersebut adalah norma 

hukum adat di Jawa bahwa jika perkawinan 

putus karena meninggalnya suami atau isteri, 

maka pasangan yang ditinggalkan itu me-

nguasai harta bersama, ia berhak atas harta 

tersebut untuk penghidupannya. Bila kebutuh-

an hidupnya telah terpenuhi secara pantas, 

maka harta bersama itu dapat dibagi antara dia 

dengan para ahli waris si meninggal. Dalam 

hal ada anak-anak, maka mereka ini akhirnya 

mewarisi harta bersama bersama-anak-

anaknya. Jika tidak ada anak, maka janda/balu 

ini berhak setengah bagian atas harta bersama 

tersebut. Adapun sisanya diwarisi oleh sanak 

saudara si suami atau istri yang meninggal.14 

'DODP� <XULVSUXGHQVL� 0$� 1RPRU� ���.�

Sip/1958 juga ditetapkan bahwa menurut 

11 Imam Sudiyat, 1981, +XNXP�$GDW�6NHWVD�$VDV��/LEHUW\��<RJ\DNDUWD��KOP����������
12 ,ELG�, hlm. 149.
13 Otje Salman, 1993, .HVDGDUDQ�+XNXP�0DV\DUDNDW�WHUKDGDS�+XNXP�:DULV, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 78-81.
14 ,ELG., hlm. 39.
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15 Otje Salman, 2S�FLW., hlm. 83.

norma hukum adat di Jawa, jika dalam suatu 

perkawinan tidak dilahirkan seorang anak 

maka janda dapat tetap menguasai harta JRQR�

JLQL sampai ia meninggal atau sampai ia  

NDZLQ� ODJL�� 'DODP� <XULVSUXGHQVL� 1RPRU�

���.�6LS������ WDQJJDO� ��� -XQL� ����� MXJD�

telah ditetapkan bahwa meninggalnya suami 

yang meninggalkan seorang janda, seorang 

anak laki-laki dan seorang anak perempuan 

maka janda berhak atas separuh harta 

bersama, sedangkan sisanya dibagi janda dan 

kedua masing-masing sepertiga bagian. 

   Hak janda atas harta warisan almarhum 

suaminya yang berlaku di dalam masyarakat 

%DWDN�� EHUGDVDUNDQ� <XULVSUXGHQVL� 0$�

Nomor 50 Tahun 1954 telah menetapkan 

bahwa menurut norma hukum adat di Batak 

seorang janda perempuan tidak berhak 

mewarisi tanah-tanah tinggalan suaminya, 

tetapi dapat menuntut agar tetap menikmati 

tanah-tanah tinggalan suaminya, selama 

harta itu diperlukan buat penghidupannya. 

Namun dalam perkembangannya berdasarkan 

<XULVSUXGHQVL� 0$� 1RPRU� ���.�6LS�������

Mahkamah Agung menetapkan bahwa menu-

rut norma hukum adat di Tapanuli bahwa istri 

mewarisi harta peninggalan sang suami yang 

meninggal dunia, anak-anak yang belum 

dewasa berada dan dipelihara ibu, dan harta 

kekayaan anak dikuasai dan diurus oleh ibu.

5) Penerapan Norma Hukum Adat dalam 

Perkara Hak Anak Angkat atas Harta 

Orang Tua Angkat 

   Dalam putusan Pengadilan Negeri Kota 

<RJ\DNDUWD�1RPRU� ����.�3GW������ WHQWDQJ�

pengangkatan anak, hakim Pengadilan Negeri 

<RJ\DNDUWD� GDQ� +DNLP� 0DKNDPDK� $JXQJ�

mendasarkan diri pada norma hukum adat 

bahwa anak angkat mendapat bagian atas  

harta bersama (JRQR�JLQL��orang tua angkat-

nya. Selain itu, hakim juga mengacu pendapat 

Soepomo tentang syarat-syarat sebagai anak 

angkat dan bagiannya.15 Hak anak angkat ter-

hadap harta orang tua angkatnya yang berlaku 

GL� %DOL� PHQXUXW� <XULVSUXGHQVL� 0$� QRPRU�

82K/Sip/1957 telah menetapkan bahwa anak 

angkat tidak berhak mewarisi barang-barang 

pusaka; barang-barang ini akan kembali 

NHSDGD�ZDULV�NHWXUXQDQ�GDUDK��'DODP�<XULV�

prudensi MA Nomor 200 K/Sip/1958 juga 

telat ditetapkan bahwa menurut hukum adat 

Bali yang berhak mewarisi sebagai ahli waris 

adalah keturunan pria dari keluarga dan anak 

angkat laki-laki. 

   Dasar hukum pertimbangan hakim dalam 

memutuskan perkara tersebut adalah norma 

hukum adat bahwa di dalam pengangkatan 

anak yang terpenting adalah tujuan peng-

angkatan anak, dan perlakuan orang tua 

angkat terhadap anak angkatnya. Anak angkat 

mempunyai hak sebagai anak angkat dan 

karena itu berhak atas harta warisan walaupun 

bagiannya tidak sama dengan anak kandung, 

termasuk hak atas gelar keraton meskipun 

pemberiannya terserah kepada keluarga 

keraton.

� �� %HUGDVDUNDQ� <XULVSUXGHQVL� 3XWXVDQ�

Mahkamah Agung Republik Indonesia 

WDQJJDO����0DUHW������1RPRU���.�6LS������

yang telah menjadi norma hukum adat bahwa: 

³6HVHRUDQJ�GDSDW�GLQ\DWDNDQ�VHEDJDL�VHRUDQJ�

anak angkat dari kedua orang tua angkatnya 

bilamana ia telah dibesarkan, dipelihara, di-

didik, dikawinkan dan bertempat tinggal 

EHUVDPD´�� 'DODP� <XULVSUXGHQVL� 3XWXVDQ�

Mahkamah Agung Republik Indonesia 

1413K/Pdt/1988 juga ditegaskan bahwa 

seseorang adalah anak angkat atau bukan, 

tidak semata-mata tergantung dari formalitas-

formalitas pengangkatan anak, tetapi dapat 

dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu 

dipelihara, dikhitankan dan dikawinkan oleh 

orang tua angkatnya dan telah diperlakukan 

seperti anak kandungnya sendiri.
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2. Alasan/Dasar Normatif Penerapan Norma 

dan Asas-Asas Hukum Adat dalam 

Peradilan Perdata 

Negara Indonesia adalah negara hukum.�� 

Negara ini berdiri di atas sebuah JUXQGQRUP  

(norma dasar)17 berupa konstitusi yang meng-

amanatkan pengakuan dan penghormatan atas 

keberadaan hukum adat.18 Hukum adat terdiri atas 

asas-asas dan norma yang terbentuk berdasarkan 

kebiasaan, tradisi dan kepercayaan anggota 

masyarakat yang hidup di suatu wilayah tertentu, 

yang mengakar sebagai pedoman hidup dan  

tingkah laku dalam komunitasnya. Pada masa 

penjajahan Belanda, hukum adat merupakan 

hukum perdata materiil bagi golongan penduduk 

pribumi, sedangkan hukum acara perdatanya 

tunduk pada HIR untuk wilayah Jawa dan 

Madura, serta RBg untuk wilayah luar Jawa dan  

Madura. 

Dengan adanya Undang-undang Darurat 

Nomor 1 Tahun 1951,19 pluralisme hukum ini 

mulai dikurangi keberadaannya. Meskipun begitu, 

keberadaan masyarakat hukum adat dan lembaga-

lembaga hukum adat tetap bertahan di beberapa 

tempat, seperti di lingkungan masyarakat Aceh, 

Minang, Batak, Mentawai, Melayu, Dayak, 

%XJLV�� %DOL�� /RPERN�� <RJ\DNDUWD�� 6XUDNDUWD��

dan Priangan.20 Dalam praktik peradilan tetap 

ada perkara-perkara yang memuat persoalan 

hukum adat. Hal-hal yang terkait secara normatif 

mengikat hakim dalam menerapkan norma dan 

asas-asas hukum adat dalam peradilan perdata, 

GDSDW�WHULGHQWL¿NDVL�VHEDJDL�EHULNXW��

Unsur pertama, Pasal 5 ayat (1) dan (2) 

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

.HKDNLPDQ��EDKZD�³KDNLP�GDQ�KDNLP�NRQVWLWXVL�

wajib menggali, mengikuti, dan memahami 

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 

dalam masyarakat”. Ketentuan ini merupakan ke-

wajiban normatif bagi hakim untuk menerapkan 

hukum adat yang masih hidup dan berkembang 

dalam masyarakat (OLYLQJ� FXVWRPDU\� ODZ) dalam 

memeriksa dan mengadili perkara perdata. Dari 

ketentuan tersebut, dapat dikaji beberapa persoal-

DQ� VLIDW� ³ZDMLE´�� .DWD� ³ZDMLE´� PHQJJDPEDUNDQ�

suatu perintah, yaitu keharusan mutlak agar 

sesuatu dikerjakan. Dilihat dari sifat rumusan per- 

DWXUDQ� KXNXP�� PDND� SHQFDQWXPDQ� NDWD� ³ZDMLE´�

menunjukkan bahwa peraturan tersebut bersifat 

imperatif atau memaksa, artinya peraturan ter-

sebut harus dilaksanakan dan tidak memberikan 

wewenang lain selain apa yang telah ditentukan 

oleh undang-undang.21 Jika dikritisi, maka kaidah 

hukum dalam ketentuan ini dapat dikategorikan 

sebagai OH[�LPSHUIHFWD, yaitu kaidah hukum yang 

tidak memuat sanksi.22 Meskipun demikian, 

jika dikaji berdasarkan sistem hukum secara 

integral, maka kewajiban normatif hakim ini jelas 

mengandung konsekuensi hukum yang muncul 

terkait dengan sifat peradilan dua tingkat. Artinya, 

tersedia mekanisme upaya hukum jika salah satu 

pihak yang berperkara tidak puas atau jika terjadi 

kekeliruan oleh hakim dalam memutus perkara, 

baik itu (perlawanan), YHU]HW, banding, kasasi 

maupun Peninjauan Kembali. 

Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung. Pasal menegaskan, bahwa 

³0DKNDPDK� $JXQJ� GDODP� WLQJNDW� NDVDVL� PHP�

batalkan putusan atau penetapan pengadilan-

pengadilan dari semua lingkungan Peradilan 

karena: (a) tidak berwenang atau melampaui batas 

wewenang; (b) salah menerapkan atau melanggar 

�� Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17 *UXQG�QRUP (norma dasar) ini merupakan sebuah konsep yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dalam teori Hukum Murni (WKH�3XUH�

7KHRU\�RI�/DZ). Norma dasar ini merupakan norma tertinggi dalam suatu Negara dan harus ditaati dan menjiwai seluruh peraturan di 

bawahnya.
18 Lihat Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan 

Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil ini dilahirkan dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.
20� 9ROOHQKRYHQ�WHODK�PHQJHORPSRNNDQ�,QGRQHVLD�PHQMDGL����PDV\DUDNDW�KXNXP�DGDW��'DODP�:LNLSHGLD��³+XNXP�$GDW´��KWWS���LG�ZLNLSHGLD�

RUJ�ZLNL�+XNXPBDGDW, diakses 4 Januari 2012.
21� 6XGLNQR�0HUWRNXVXPR��������0HQJHQDO�+XNXP��/LEHUW\��<RJ\DNDUWD��KOP�����
22 ,ELG., hlm. 19.
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hukum yang berlaku; (c) lalai memenuhi syarat-

syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan yang mengancam kelalaian itu dengan 

batalnya putusan yang bersangkutan. Ketentuan 

huruf c dari pasal di atas merupakan ketentuan 

yang dapat dijadikan alasan pembatalan suatu 

putusan hakim di tingkat kasasi oleh Mahkamah 

Agung. Hal ini terutama disimpulkan dari kata-

NDWD�³V\DUDW�V\DUDW�\DQJ�GLZDMLENDQ�ROHK�SHUDWXUDQ�

perundang-undangan”, dimana kewajiban hakim 

dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-

nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

PDV\DUDNDW� GDSDW� GLNODVL¿NDVLNDQ� VHEDJDL� V\DUDW�

yang diwajibkan oleh peraturan Undang-undang 

tentang Mahkamah Agung tersebut. 

Unsur kedua, ketentuan dalam undang-

undang kekuasaan kehakiman, bahwa, ”hakim 

wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-

nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat”. 

Dalam konteks ini, maka nilai-nilai hukum dan 

keadilan dalam masyarakat tersebut sebagai 

sumber hukum. Dalam teori ilmu hukum, sumber 

KXNXP�GLGH¿QLVLNDQ�VHEDJDL� WHPSDW�PHQHPXNDQ�

atau menggali hukum. Bagi hakim, maka 

sumber hukum ini sangat penting dalam rangka 

menyusun dasar putusannya. Dalam konteks ini, 

hukum adat yang terdiri dari asas-asas dan norma 

merupakan sumber hukum yang sifatnya formil. 

Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang 

memiliki kekuatan berlaku karena bentuk dan cara 

pembentukannya.23 Hukum adat yang merupakan 

salah satu wujud dari hukum kebiasaan memenuhi 

unsur-unsur untuk dikatakan sebagai sumber 

hukum formil, yaitu: (a) syarat materiil, yaitu 

perbuatan yang ajek dan berlangsung lama (ORQJD�

HW� LQYHWHUDWD� FRQVXHWXGR); (b) syarat intelektual, 

yaitu kebiasaan itu menimbulkan keyakinan  

umum bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban 

hukum (RSLQLR� QHFHVVLWDWLV); (c) adanya akibat 

hukum apabila hukum kebiasaan itu dilanggar.24

Selain memenuhi elemen tersebut, hukum 

adat memiliki karakteristik berupa unsur-unsur 

tradisi, pengertian-pengertian yang sakral dan 

cara-cara berpikir yang menghubungkan dunia 

lahir dengan dunia gaib (spiritualisme).25 Unsur 

ketiga yang terdapat dalam kewajiban normatif  

hakim berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-

8QGDQJ�.HNXDVDDQ�.HKDNLPDQ�DGDODK�³WKH�OLYLQJ�

FXVWRPDU\� ODZ” atau hukum adat yang tumbuh 

dan berkembang dalam masyarakat. Secara 

teoretis hukum adat ini terutama dipengaruhi 

oleh ajaran Sosiologis yang dikembangkan oleh 

para penganutnya dimana salah satunya adalah 

(XJHQ� (KUOLFK�� 0HQXUXW� DMDUDQ� VRVLRORJLV��

hukum merupakan gejala masyarakat, karena 

perkembangan hukum yaitu timbul, berubah 

dan lenyapnya sesuai dengan perkembangan 

masyarakat.���Jika dilihat dari kekuatan berlaku-

nya hukum di suatu Negara maka hukum 

adat memiliki kekuatan berlaku sosiologis 

(VRFLRORJLVFKH� JHOWXQJ), artinya hukum adat 

berlaku secara efektif dalam suatu masyarakat 

dikarenakan adanya penerimaan/pengakuan oleh 

anggota masyarakat yang bersangkutan. 

Pandangan praktis yang mendukung teori 

yang dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny.27 

Pandangan praktis ini berpangkal pada kenyataan 

bahwa manusia di dunia ini terdiri atas berbagai 

bangsa (rakyat) dan tiap-tiap bangsa mempunyai 

semangat bangsanya (YRONJHLVW-nya sendiri.) 

Semangat bangsa ini terwujud dalam bahasa, 

adat istiadat, dan organisasi sosial masyarakatnya 

masing-masing. Kewajiban normatif hakim 

untuk menggali nilai hukum dan rasa keadilan 

yang hidup di masyarakat diatur dalam Pasal 

18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Keberadaan 

masyarakat hukum adat dan hukum adat harus 

berada dalam kerangka sistem hukum nasional, 

sehingga implementasi dari ketentuan ini dapat 

terwujud dalam dua mekanisme, yaitu:

23 ,ELG., hlm. 83.
24 ,ELG., hlm. 107.
25 Ahmad Sanusi, 2002, 3HQJDQWDU�,OPX�+XNXP�GDQ�3HQJDQWDU�7DWD�+XNXP�,QGRQHVLD, Tarsito, Bandung, hlm. 81.
�� Muhammad Siddiq, 2009, 3HUNHPEDQJDQ�7HRUL�,OPX�+XNXP, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 9-10.
27 H. Riduan Syahrani, 2004, 5DQJNXPDQ�,QWLVDUL�,OPX�+XNXP, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 42.
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1) Pemberlakuan Hukum Adat Diperin-

tahkan oleh Undang-Undang Nasional

   Hukum adat dijadikan sumber hukum 

oleh hakim jika undang-undang nasional 

memerintahkan demikian. Sebagai contoh 

GDODP�88�1R����7DKXQ������WHQWDQJ�3HUDWXU�

an Dasar Pokok-pokok Agraria, ditetapkan 

bahwa hak ulayat dari masyarakat  hukum 

adat hanya dapat dilaksanakan jika terpenuhi 

semua unsur berikut: (1) merupakan hak 

yang hidup secara nyata dalam masyarakat; 

(2) sesuai dengan kepentingan Negara/

nasional; (3) sesuai dengan prinsip persatuan 

bangsa; serta (4) tidak bertentangan dengan 

perundang-undangan yang lebih tinggi.28 

Contoh lain ditemukan dalam UU No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan yang mengatur 

bahwa perkawinan adalah sah jika perkawinan 

tersebut dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu29. 

Pemberlakuan hukum adat atas perintah 

undang-undang ini memiliki dasar hukum 

yang secara tegas mengatur, yaitu ketentuan 

yang tertuang dalam Pasal 15 $OJHPHQH�

%HSDOLQJHQ� YDQ� :HWJHYLQJ (AB)30 yang 

menetapkan bahwa adat kebiasaan bukan 

merupakan hukum kecuali jika undang-

undang menyatakan hal itu.

2) Pemberlakuan Hukum Adat Menurut 

Hukum Positif

   Pemberlakuan hukum adat berdasarkan 

ketentuan undang-undang untuk menjamin 

kepastian hukum dan obyektivitas. Hakim 

memiliki kewajiban normatif untuk meme-

riksa, mengadili dan memutus perkara serta 

dilarang menolak perkara dengan alasan  

bahwa hukumnya tidak ada atau kurang 

jelas seperti yang diatur dalam Pasal 10 

ayat (1) Undang-undang tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Dalam aturan hukum tersebut 

tercermin asas LXV�FXULD�QRYLW dimana hakim 

selalu dianggap tahu hukumnya. Ketentuan 

Undang-undang tentang kekuasaan ke-

hakiman dan asas LXV� FXULD� QRYLW inilah 

yang menjadi dasar dilakukannya penemuan  

hukum oleh hakim. Hukum adat merupakan 

tempat untuk mencari atau menemukan 

hukumnya. Keterbatasan ruang lingkup dan 

dinamika undang-undang sebagai hukum 

tertulis mendorong lebih banyak dilakukan 

penemuan-penemuan hukum dalam menye-

lesaikan perkara-perkara yang mengandung 

persoalan hukum adat di masyarakat yang 

akhirnya tertuang dalam putusan hakim. 

Selain itu, tidak ada undang-undang yang 

mengatur secara khusus dan tegas mengenai 

pemberlakuan norma dan asas hukum  

adat. 

   Sistem peradilan di Indonesia tidak meng-

anut asas WKH� ELQGLQJ� IRUFH� RI� SUHFHGHQW. 

Prinsip yang dianut oleh peradilan perdata 

Indonesia adalah UHV� MXGLFDWD� SUR� YHULWDWH�

KDEHWXU yang artinya putusan hakim dianggap 

benar jika tidak dibuktikan sebaliknya. 

Meskipun demikian, menurut Utrecht ada 

kecenderungan hakim mengikuti putusan 

hakim terdahulu, yang alasan-alasannya 

adalah: (1) alasan psikologis, yaitu putusan 

hakim yang lebih tinggi memiliki kekuasaan 

(JH]DJ) dan harus ditaati; (2) alasan praktis, 

yaitu putusan hakim di tingkat yang lebih 

rendah dapat dibatalkan oleh hakim di 

pengadilan yang lebih tinggi; (3) alasan per-

sesuaian pendapat mengenai keadilan dan 

ketepatan putusan hakim sebelumnya.31

3. Harmonisasi Penerapan Norma dan Asas-

Asas Hukum Adat ke Dalam Hukum Acara 

Perdata Positif

Hukum acara merupakan hukum yang 

imperatif (GZLQJHQ) dan bukan hukum pelengkap 

28� /LKDW�3DVDO���8QGDQJ�8QGDQJ�1RPRU���7DKXQ������WHQWDQJ�3RNRN�3RNRN�$JUDULD�
29 Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
30 AB diterjemahkan sebagai peraturan umum mengenai perundang-undangan untuk Indonesia. Peraturan ini merupakan produk pemerin-

tahan kolonial Belanda yang masih berlaku berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945.
31 H. Riduan Syahrani,�2S�FLW�, hlm. 121-122.
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(DDQYXOHQ). Keadilan yang ingin dicapai dalam 

hukum acara adalah keadilan yang sifatnya 

prosedural, artinya bahwa keadilan tercapai jika 

prosedur pemeriksaan perkara sesuai dengan 

perundang-undangan. Konsekuensinya, hukum 

acara perdata tidak dapat disimpangi, kecuali 

diperkenankan oleh perundang-undangan itu 

sendiri. Misalnya pembuatan perjanjian tentang 

pembuktian oleh pihak penggugat dan tergugat, 

atau pembuatan agenda persidangan (WLPH�WDEOH) 

demi terwujudnya asas peradilan yang sederhana, 

cepat dan biaya ringan.32 Dalam praktik peradilan 

di Indonesia, hakim sering menemui kesulitan  

saat harus menerapkan hukum adat yang ber-

dasarkan tahapan penyelesaian perkara perdata di 

pengadilan secara garis besar, yaitu:

a) Tahap Pendahuluan

1) Penyelesaian Sengketa dengan Per-

damaian Terlebih Dulu

   Dalam lingkungan masyarakat hukum 

adat tertentu, maka penyelesaian sengketa 

lebih sering diselesaikan dengan kesepakatan 

perdamaian adat. Proses menuju perdamaian 

ini biasanya difasilitasi oleh tetua/pemuka 

adat/orang yang dianggap bijak dan mema-

hami betul hukum adat di lingkungannya. 

Keberadaan lembaga penyelesaian sengketa 

adat telah ada sejak masyarakat hukum adat  

itu sendiri lahir. Salah satu lembaga penyele-

saian adat yang masih hidup hingga masa se- 

karang ini adalah Kekerabatan Adat Nagari 

(KAN) dalam masyarakat adat Minang. 

Lembaga ini dinilai sangat efektif dalam 

menyelesaikan sengketa antar anggotanya.33 

Oleh karena itu, KAN yang sebenarnya 

GDSDW� GLNXDOL¿NDVLNDQ� VHEDJDL� VDODK� VDWX� 

mekanisme alternatif penyelesaian sengketa 

ini merupakan jalur utama yang ditempuh 

oleh anggota masyarakat adat Minang se- 

belum meneruskan perkaranya ke pengadilan. 

Kedudukan lembaga seperti KAN ini tidak 

bertentangan dengan prinsip dan sistem 

hukum NKRI. Undang-undang tentang Ke-

kuasaan Kehakiman memberikan kesempat-

an dan jaminan bahwa penyelesaian sengketa 

dapat ditempuh melalui perdamaian. Hal ini 

disimpulkan dari ketentuan Pasal 10 ayat 

(2). Dalam hukum acara perdata pun, HIR 

mendorong upaya penyelesaian sengketa 

perdamaian ini.34 Sebagai bentuk dukungan 

MA untuk memberdayakan mekanisme 

alternatif penyelesaian sengketa, dikeluarkan 

3(50$�1RPRU� ��7DKXQ� ����� MLV�� 3(50$�

1RPRU� �� 7DKXQ� ����� GDQ� 6(0$� 1RPRU�

1 Tahun 2002, yang mewajibkan hakim di 

peradilan tingkat pertama untuk mendamaikan 

para pihak melalui proses mediasi di 

pengadilan35.

2) Pengajuan Gugatan dalam Rangka 

Memperoleh Acte van Dading

   Dalam perkembangannya untuk me-

nguatkan kesepakatan perdamaian yang telah 

dihasilkan dalam mekanisme penyelesaian 

adat, terdapat praktik dimana anggota 

masyarakat adat yang telah berdamai di 

tingkat adat, sepakat untuk mengajukan 

gugatan ke pengadilan negeri dengan tujuan 

untuk memperoleh DFWH� YDQ� GDGLQJ (akta 

perdamaian) sebagai hasil kesepakatan yang 

dicapai melalui proses Mediasi di Pengadilan. 

Isi kesepakatan yang dihasilkan pada tahap 

mediasi di pengadilan pada hakikatnya 

merupakan isi kesepakatan yang telah 

dihasilkan di tingkat adat. $FWH� YDQ� GDGLQJ 

yang dituangkan dalam bentuk putusan hakim 

ini memang memiliki kekuatan eksekutorial 

sebagaimana putusan hakim yang telah 

berkekuatan hukum tetap. Sifatnya adalah  

32 Lihat Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
33� +DVLO�ZDZDQFDUD�GHQJDQ�(O¿�0DU]XQL��+DNLP�GL�3HQJDGLODQ�1HJHUL�<RJ\DNDUWD�\DQJ�SHUQDK�PHQMDEDW�VHEDJDL�NHWXD�SHQJDGLODQ�QHJHUL� 

di wilayah Sumatera Barat.
34 Lihat Pasal 130 ayat (1) HIR.
35 Ahmad Kamil, HW� DO�, 2008, .H�$UDK� 3HPEDUXDQ�+XNXP�$FDUD� 3HUGDWD� GDODP� 6(0$� GDQ� 3(50$�� 3UHQDGD�0HGLD� *UXS�� -DNDUWD�� 

hlm. 1-21.
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¿QDO� �DNKLU�� GDQ�ELQGLQJ� �PHQJLNDW�� GLPDQD�

tidak dapat diajukan lagi upaya hukum 

terhadapnya. Itulah sebabnya, keharmonisan 

semakin terwujud antara lembaga penye-

lesaian adat dan lembaga peradilan nasional.

3) Pemeriksaan Tuntutan Hak di Peng-

adilan oleh Hakim yang Berasal dari 

Masyarakat Adat 

   Tidak semua sengketa berhasil didamai-

kan baik di tingkat adat maupun di tahap 

mediasi di pengadilan. Saat sengketa itu akan 

diperiksa di pengadilan, terdapat praktik 

yang berkembang dimana para pihak akan 

memohon kepada ketua pengadilan negeri 

yang bersangkutan untuk menetapkan majelis 

hakim yang berasal dari masyarakat hukum 

adat tertentu. Para pihak yang berasal dari 

anggota masyarakat hukum adat tersebut 

biasanya merasa berkeberatan jika hakim  

yang memeriksa adalah hakim yang berasal 

dari luar wilayah hukum adatnya karena di- 

nilai tidak memahami nilai-nilai, norma dan 

pandangan hukum adat yang berkembang  

dalam masyarakatnya, sehingga kecenderung-

annya mereka tidak akan menjalankan isi 

putusan itu dengan sukarela.�� Meskipun se-

benarnya terdapat hakim-hakim yang meski 

berasal dari luar wilayah hukum adatnya, na- 

mun kerangka logika berpikirnya sangat baik 

dan mempunyai kemampuan untuk memper-

oleh pengetahuan yang cukup mengenai 

sengketa adat yang dipersoalkan. Meskipun 

begitu, dalam praktik peradilan, biasanya 

ketua pengadilan negeri akan memilih hakim-

hakim yang berasal dari wilayah masyarakat 

hukum adat tertentu, atau setidaknya, hakim-

hakim yang memang sangat menguasai bidang 

ilmu hukum adat di Indonesia.

b) Tahap Pemeriksaan

Pada tahap ini, sering terjadi perbenturan 

saat persidangan memasuki tahap pembuktian. 

Kesulitan yang paling utama dihadapi hakim 

adalah ketika para pihak mengajukan alat bukti 

yang menurut dalil mereka sah secara adat. 

Sebagai contoh dalam lingkungan masyarakat 

DGDW�<RJ\DNDUWD��GLNHQDO�VXDWX�KDN�PHPDNDL�WDQDK�

kesultanan secara turun-menurun yang disebut 

dengan /HWWHU� &. Persoalannya adalah /HWWHU� &  

yang asli sebenarnya tidak terdokumentasikan, 

artinya diberikan tanpa bukti tertulis. 

Pendokumentasian kemudian terhadap Letter 

& sebenarnya bertujuan untuk pengurusan 

pembayaran pajak selama pemerintahan kolonial 

Belanda. Meskipun seiring berlalunya waktu, 

tanda pajak tersebut diterima dan dapat digunakan 

sebagai alat bukti tertulis di pengadilan.

c) Tahap Putusan dan Pelaksanaan Putusan

Tahap ini merupakan tahap yang paling 

substansial dalam penyelesaian perkara perdata 

di pengadilan. Beberapa hal yang sering terjadi 

dalam praktik persidangan, yaitu:

1) Penerapan Hukum Perdata Materiil 

yang Tidak Konsisten

   Hakim sebelum menjatuhkan putusan 

harus mencantumkan ratio decidendi yang 

menentukan amar/diktum putusannya. Bagi 

hakim, tahap penemuan hukum ini memang 

tahap yang paling rentan. Seringkali hakim 

mencampuradukkan antara dasar hukum 

perdata BW, Islam dan adat. Sering terjadi ke-

tidakkonsistenan hakim dalam menerapkan 

hukum. Sebagai contoh, jika suatu perkara 

jual beli sah terjadi menurut adat, artinya asas 

konkret, terang dan tunai telah dipenuhi. Tiba-

tiba hakim memutus berdasarkan perdata BW 

dimana OHYHULQJ atau penyerahan barang 

adalah unsur dari terjadinya peristiwa jual 

beli karena perjanjian REOLJDWRLU� saja belum 

merupakan peralihan hak.

2) Hakim Tidak Tahu Kapan Harus 

Menyelesaikan Perkara Berdasarkan 

Norma dan Asas-Asas Hukum Adat

   Untuk mengetahui ruang lingkup hukum 

atas suatu peristiwa konkret, maka terlebih 

���� +DVLO�ZDZDQFDUD�GHQJDQ�(O¿�0DU]XQL��+DNLP�GL�3HQJDGLODQ�1HJHUL�<RJ\DNDUWD�
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dulu perlu diperoleh kepastian tentang 

sengketa yang telah terjadi. Hal ini dilakukan 

oleh hakim saat proses jawab-menjawab. 

Hakim akan memperhatikan semua kejadian 

yang telah diuraikan oleh pihak penggugat 

dan tergugat. Dari proses ini, maka hakim 

akan menemukan peristiwa yang sebenarnya 

disengketakan oleh kedua belah pihak. Pokok 

sengketa inilah yang oleh hakim diseleksi 

untuk kemudian dibuktikan kebenarannya 

oleh para pihak. Untuk lebih jelasnya, lihat 

diagram prosedur penemuan hukum dari 

Sudikno Mertokusumo.37

   Berdasarkan teori tersebut, maka salah satu  

cara agar hakim mengetahui bahwa suatu 

sengketa harus diselesaikan berdasarkan 

norma dan asas-asas hukum adat adalah 

dengan melalui tahap tanya jawab antara pihak 

penggugat dan tergugat yang menyatakan 

dalil-dalil. Dalam memutus perkara-perkara 

yang mengandung persoalan hukum adat pun 

hakim akan berusaha menggali, mengikuti 

dan memahami nilai-nilai hukum dan 

keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal 

LQL� VHVXDL� GHQJDQ� GRNWULQ� *XVWDY� 5DGEUXFK�

tentang tujuan hukum, dimana Radbruch 

menciptakan ajaran prioritas yang mem-

berikan keutamaan pada aspek keadilan 

dibanding aspek kemanfaatan dan kepastian 

hukum. Kepastian hukum adalah aspek 

terakhir yang harus dipertimbangkan karena 

hukum adalah instrumen yang diciptakan 

manusia untuk mewujudkan tujuan-tujuan 

luhur seperti keadilan, kesejahteraan dan 

kemanusiaan.

   Bagaimana jika nilai keadilan yang 

tumbuh dalam suatu masyarakat adat 

ternyata bertentangan dengan kepentingan 

nasional?. Berdasarkan teori hukum, terdapat 

kebiasaan yang dapat menyimpangi undang-

undang, yaitu yang disebut dengan kebiasaan 

GHURJDWRLU. Namun tidak semua undang-

undang dapat disimpangi dengan kebiasaan. 

Hanya undang-undang yang sifatnya 

pelengkap (DDQYXOHQ) yang dapat disimpangi. 

Oleh sebab itu, satu-satunya mekanisme 

yang dapat ditempuh untuk mengakui dan 

menguatkan nilai keadilan di suatu masya-

rakat yang bertentangan dengan peraturan 

tertulis yang sifatnya imperatif adalah dengan 

praktik peradilan (yurisprudensi) oleh hakim. 

Hakim-hakim ini biasanya akan disebut 

hakim-hakim yang beraliran progresif meski 

dengan segala konsekuensi pembatalan dari 

peradilan yang lebih tinggi. Keberanian para 

hakim untuk menyimpangi undang-undang 

ini sesuai dengan ajaran realisme yang ber-

kembang di Amerika Serikat, dimana hakim 

adalah ODZ�PDNLQJ (pembentuk hukum) dan 

bukan sekedar pelaksana undang-undang 

sehingga perasaan hukum dan keadilan di 

masyarakat merupakan sumber utama bagi 

hakim dalam menemukan hukumnya. 

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

di atas maka dalam penutup laporan penelitian 

ini ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, 

praktik penyelesaian perkara perdata di Pengadil-

DQ�1HJHUL�.RWD�<RJ\DNDUWD�GDQ�.DEXSDWHQ�%DQWXO�

terkait dengan penerapan norma dan asas-asas 

hukum adat tampak dalam mengadili perkara di 

bidang hukum badan pribadi, hukum perjanjian, 

hukum perkawinan, dan hukum waris. Seperti telah 

diuraikan oleh Soepomo, bahwa terdapat asas-asas 

yang bersifat universal seperti asas kebersamaan 

(tolong menolong dan gotong royong), asas fungsi 

sosial manusia dan milik dalam masyarakat, 

asas musyawarah berupa persetujuan sebagai 

dasar kekuasaan umum, dan asas perwakilan dan 

permusyawarahan dalam sistem pemerintahan. 

Dalam hukum adat juga terdapat asas terang, asas 

kepatutan dan kelayakan, asas keseimbangan serta 

asas pemisahan horisontal. Namun dari berbagai 

37 Sudikno Mertokusumo, 2S�FLW�, hlm. 81.
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macam asas tersebut, dalam praktik penyelesaian 

perkara perdata yang diterapkan oleh hakim 

3HQJDGLODQ� 1HJHUL� <RJ\DNDUWD� GDQ� 3HQJDGLODQ�

Negeri Bantul, sebagai dasar pertimbangan 

putusan hakim adalah asas terang, tunai, konkret 

dan kekeluargaan. Adapun norma yang dipakai 

hakim sebagai dasar pertimbangan putusan 

hakim adalah hak indung dapat beralih dengan 

perjanjian pembaharuan (SHQJDQ\DU� DQ\DU���

jika terjadi perceraian maka istri mendapatkan 

separuh harta bersama (JRQR� JLQL��� jika terjadi 

perceraian maka anak yang masih kecil diasuh 

oleh ibu, dan istri adalah ahli waris mendiang  

suami.

Kedua, dasar-dasar (alasan) yang mendorong 

para hakim menerapkan norma dan asas-asas hu- 

kum adat dalam memeriksa, mengadili dan me-

mutus perkara perdata adalah adanya kewajiban-

kewajiban normatif yang diamanatkan oleh 

undang-undang, khususnya Undang-undang 

tentang Kekuasaan Kehakiman, dan berdasarkan 

alasan praktis yang berkembang dalam bentuk 

praktik peradilan (yurisprudensi). Dalam kenyata-

annya, tidak mudah bagi hakim untuk menerapkan 

hukum adat dalam menyelesaikan perkara 

perdata, sehingga hakim mengembangkan suatu 

harmonisasi penerapan norma dan asas hukum 

adat ke dalam sistem hukum acara perdata positif.
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